
a. Penyediaan peralatanmiliterdan perlengkapanterkait lainnya;
b. Pemeliharaan, perbaikan, peningkatan dan layanan teknis lainnya

untuk persenjataan dan perlengkapan militer, yang disediakan dan
diproduksi berdasarkan persetujuan lisensi atau melalui produksi
bersama;

c. Pertukaran spesialis untuk membantu pelaksanaan program
bersama di bidang kerjasamateknik-militer;

d. Pelatihan personil pada institusi-institusi pendidikan terkait dari
negara para Pihak berdasarkan kebutuhan dan kemampuan dari
masing-masingpihak;

Para Pihak akan melaksanakan kerjasama teknik-militer pada bidang­
bidang sebagai berikut :

Pasal 1

Telah menyetujui sebagai berikut :

MENTAATI undang-undangdan peraturanyang berlaku di kedua negara;

MENEGASKAN kepatuhan mereka terhadap tujuan dan asas-asas
PiagamPerserikatan Banpsa-bausa:

BERMAKSUD untuk meningkatkan kerjasama teknik-militer yang saling
menguntungkan berdasarkan prinsip persamaan dan penghormatan
sepenuhnya terhadap kedaulatai,

I::':

MEMPERTIMBANGKAN hubungan persahabatandan kerjasamadi antara
kedua negara dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk
memperkokohnya;

Pemerintah Pemerintah Repi.olik Indonesia dan Federasi Husia,
IT' selanjutnya disebut sebagai "para Pihak";

PERSETUJUAN
ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN

PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
TENTANG KERJASAMA TEKNIK-MILITER

I:~
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(3) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dan
untuk segera menyelesaikan masalah-masalah dalam kerjasama
teknik-militer, para Pihak membentuk Komisi Antar-Pemerintah,
yang susunan dan fungsinya akan ditentukan dan disepakati oleh
para Pihak.

(2) Badan-badan tersebut di atas diberikan hak untuk menunjuk badan
pelaksana khusus dan membentuk mekanisme yang tepat untuk
pelaksanaan Persetujuan ini atau kesepakatan-kesepakatan lain
yang dibuat sesuai dengar. persetujuan ini.

Komite Federasi Rusia untuk Kerjasama
Teknik-Militer dengan Negara-Negara
Asing

Pihak Federasi Rusia :

DepartemenPertahanan Republik
Indonesia

Pihak Indonesia

(1) Organisasi yang bertanggung-jawabuntuk pelaksanaan Persetujuan
ini ialah:

Pasal3

ini akan
peraturan

(2) Kerjasama para Pihak berdasarkan Persetujuan
dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan
nasional dari Republik Indonesiadan Federasi Rusia.

(1) Untuk maksud pelaksanaandari kerjasama teknik-militeryang diatur
dalam Persetujuan ini, para Pihak, atas dasar kasus demi kasus,
dapat membentuk persetujuanyang relevan;

Pasal2

e. Akuisisi lisensi-lisensi untuk pembuatan persenjataan dan peralatan
dan pemberian bantuan teknis dalam produksinya;

f. Pembentukan usaha bersama untuk rancang-bangun dan
pembuatan persenjataandan peralatanmiliter;

g. Jenis-jenis kegiatan lainnya di bidang kerjasama teknik-militer,yang
tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan dari negara­
negara para Pihak.

..



(1) Para Pihak, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya, tidak boleh
menjual atau mengalihkan kepada negara-negara ketiga atas
produk-produk peralatan .militer, serta informasi dan material,
diterima atau diperoleh sebagai hasil kerjasama teknik-militer, yang
dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan ini, dan, kecuali dalam
rancang-bangun dan produksi bersama, tidak boleh melakukan
modernisasi atau modifikasi terhadap produk-produk peralatan
militer, yang dipasok oleh salah satu pihak.

Pasal5

(5) Tata cara penggunaan, perlindungan hukum dan pengamanan dari
hasil-hasil kegiatan intelektual, dan termasuk pendistribusian hak­
hak para Pihak terhadap hasil-hasil kegiatan intelektual, yang
diterima dalam proses kegiatan-bersama berdasarkan Persetujuan
ini, akan diatur oleh persetujuanantar-pemerintahyang terpisah.

(4) Para Pihak akan membebaskan pihak lainnya dari suatu tuntutan
yang dibuat oleh suatu pihak ketiga mengenai kepemilikan dan
keabsahan dari suatu penggunaan hak-hak kepemilikan, yang
dibawa oleh suatu Pihak l .tuk pelaksanaan suatu proyek kegiatan.

(3) Para Pihak akan menjamin pihak lainnya bahwa hak-hak
kepemilikan intelektual yang dibawa oleh para Pihak ke dalam
wilayah negara dari masing-masing pihak untuk pelaksanaan dari
persetujuan atau kegiatan-kegiatan terkait, tidak diperoleh dari
pelanggaran hak-haksah dari suatu pihak ketiga.

(2) Masalah-masalah hak-ha'c kepemilikan intelektual akan ditentukan
dalam Kontrak atau pengaturan lainnya berdasarkan Persetujuan ini
yang dibuat oleh organisasi-organisasiyang ikut-serta dan dengan
sepenuhnya rnempertimbcnqkan keseimbangan porsi pemilikan
berdasarkan kontribusidari masing-masingpeserta.

(1) Para Pihak akan melakukan langkah-Iangkahyang diperlukan untuk
mendorong kerjasama teknis di antara mereka melalui tukar­
menukar data, teknisi dan siswa bidang keilmuwan dan teknologi
yang tersedia dari masing-masinginstitusi-institusipendidikanterkait
dari negara-negara para Pihak, serta mendorong kerjasama di
semua aspek kerjasama teknik-militer di antara institusi-institusi
khusus dari masing-masingnegara.

Pasal4
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(3) Pengakhiran Persetujuan iru tidak berpengaruh terhadap
pelaksanaan lebih lanjut. atas kontrak-kontrak dan persetujuan

(2) Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 (sepuluh) tahun dan secara
otomatis diperpanjang untuk periode-periode lima tahun berikutnya
kecuali salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Pihak lain, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
berakhirnya Persetujuan ini, mengenai maksud untuk mengakhiri
Persetujuan.

(1) Persetujuan ini berlaku ppda tanggal diterimanya notifikasi terakhir
yang menyampaikan tentang telah dipenuhinya persyaratan
konstitusional bagi berlakunyaPersetujuan ini.

Pasal8

Persetujuan ini dapat diubah atau dilengkapi atas kesepakatan bersama
para Pihak, yang akan dituangkandalamProtokol pada Persetujuan ini.

Pasal7

Para Pihak akan menyelesaikan sengketa, berkenaan dengan
pelaksanaan dan penafsiran Persetujuanini, melalui perundingan.

Pasal6

(5) Persetujuan ini tidak berpengaruh terhadap hak-hak dan kewajiban
para Pihak yang ditentukan oleh perjanjian dan persetujuan
internasional, dimana keduanyamenjadi peserta, dan tidak ditujukan
menentang negara ketiga lainnya.

(4) Perlindungan informasi, yang merupakan rahasia negara dari suatu
pihak, yang dipertukarkan secara timbal-balik atau dibentuk dalam
tahapan kerjasama para Pihak, diatur melalui persetujuan antar­
pemerintahsecara terpisah.

(3) Para Pihak menjamin perlindungan informasi, yang diterima dalam
pelaksanaan Persetujuan ini, yang rahasia berdasarkan hukum dan
peraturan dari para Pihak.

(2) Informasi, yang diterima dalam pelaksanaan kerjasama oleh salah
satu pihak, tidak boleh digunakanbertentangan dengan kepentingan
pihak lainnya.
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UNTUK PEMERINTAH
FEDERASI RUSIA

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

DIBUAT di (l,(os~wa pada tanggal 21 A-pn-l 2003, dalam
rangkap dua, masing-masingdalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris,
semua naskah memiliki kekuaten hukum yang sama. Dalam hal terdapat
perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa
oleh Pemerintahmasing-masing,telah menandatanganiPersetujuan ini.

(4) Dalam hal pengakhiran Persetujuan ini, kewajiban negara-negara
para Pihak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 tetap
berlaku.

lainnya yang belum diselesaikan dan disahkan sesuai dengan
Persetujuan ini pada masa berlakunya, kecuali disepakati lain oleh
para Pihak.



r) noztroromca kanpos B COOTBeTCTByrolI(IIX yuefinsrx 3aBe,lleH1I5IX

rOCY,llapCTBCTOPOH Cy-rerov norpeonocreii 11B03MO)l(HOCTeMCTOPOH;

B) 06MeH CneL(lIaJIlICTaMH ,nJ15I OKa3aHII5I cozteiicrnaa B peaJIlI3aL(1I11

COBMeCTHbIXnporpaMM B 06J1aCTII BC'eHHO-TeXHlIqeCKOrO corpynnn-recrna;

6) ofiecnc-tenac 3KCnJ1yaTaL(IIM, peMOHTa, TeXHlIqeCKOrO 06CJ1Y)l(llBaHII5I_11

MO)lepHII3aL(1I11 BoopY)KeH1I5I II BoeHHOM TeXHIIKII, nOCTaBJ1eHHbIX 11

np0I13BO,llIlMbIX na J1HueH3110HHOMOCHOBe11J111COBMeCTHO;

a) nOCTaBKII npo,nyKL(1I11 noeunoro Ha3HaqeHlI5I 11 CB5I3aHHOro C HeM

060py )lOBaHII5I~

CTOPOHbl ocymeCTBJ15I1OT BoeHHO-TeXHlIqeCKOe COrpy,nHlIqeCTBO no

CJ1e,nyroIUIIMHanpaBJ1eHII5IM:

CTaTbSl 1

COrJ1aCIIJ1I1Ch0 HII)KeCJ1e)lyroT_l(eM:

B COOTBeTCTBlI1IC cyuiecraytouma 3aKOHO,naTeJ1bCTBOMofienx CTPaH;

nozrrnepaotas CBOlO npnuepscetmocn, L(eJ15IM II npnnuanav YCTaBa

OpraHl13aL(1I1106be,nIlHeHHbIX HaL(IIM,

)KeJ1a5I YKpenJ15ITh B3aIlMOBhIrO,nHOe BOeHHO-TeXHlIqeCKOe

COTPy,nHlIqeCTBO, OCHOBaHHOe na npaaunnax paBeHCTBa II YBa)KeHII5I

CYBepeHIITeTa,

npllHlIMa5I BO BHIIMaHlIe CYW.eCTByrolI(lIe Me)K,ny ,nByM5I rocynapcrsaan
ztpyxcecrneanue OTH0IlIeHlI5I_, 6a3l1pYlOmlleC5I na npnnnunax COrpy,nHJIqeCTBa, II

PYKOBO,nCTBY5ICh0601O,nHbIM CrpeMJ1eHlIeM K IIX YKpenJ1eHlIlO,

TIpaBI1TeJ1bCTBOPecny6J1I1KII l1H)J:QHe31111II TIpaBIITeJ1hCTBO POCCM:HCKOM

cDe)lepaL(1III , I1MeHyeMbIe B )laJIbHeMITIeM CTOpOHaMII,

COrJIAIllEHME
Me.iK)1.ynpaBHTeJ1bCTBOM Pecny6J1HKH MHLJ;OHe3HH H npaBHTeJ1bCTBOM

POCCHUCKOU Cl>e,LJ;epaIJ,HH0 BOeHHO-TeXHHqeCKOM COTpY,LJ;HHqeCTBe



~n~ uunornreuaa nonoacenna uacromuero Cornaureana 11oneparnenoro
peureana BonpOCOB BoeHHO-TeXHWleCKoro corpy ~HllqeCTBa CTOPOHhI C03~aIOT

Me)JmpaBHTenbCTBeHH)'lO KOMllCClllO, COCTaBH CPYHKUlili KOTOPOMonpenensrorca
COOTBeTCTB)'lOrn:llMcornacoeannuv Me)l(~y CTopoHaMM uo.toacenaeu.

Y nOnHOMOqeHHhIM opranav npeztocrannaercs npaso uasnauan,
KOHKpeTHhIX llcnonHllTeneM 11 C03~aBaTh cooTBeTcTB)'lOrn:lle ycnoBll~ ~n~

BhIllOnHeHH5I nacroaurero Cornaurcnas Hnll ~pyrllx )l,OrOBOpOB,3aKJIIOqeHHhIX B

COOTBeTCTBliliC nacroautav Cornatneaaev.

C POCCliMCKOHCTOPOHhI - KOMliTeT POCCllHCKOM~e~epaUlili no BoeHHO­

TeXHllqeCKOMY corpyzmanecrny C 1'lHocrpaHHbIMH rocynapcrnaxor.

C I1H~oHe311llcKoH CTOPOHhI - Manncrepcrno 060pOHhI Pecnyfinatcu
l1H)loHe3HM;

YnonHOMOqeHHhIMli opranaxm CTOPOH no peamrsauaa nacroauiero
Cornatncnna ~Bn~IOTC~:

CTaThSl 3

COTPY~HllqeCTBO CTOPOH B pavxax nacrosuiero Cornaurcnas
ocyutecrsnaerca B COOTBeTCTBliMC 3aKOHo~aTenhCTBOM Pecnyfimucu I1H~oHe311M

H 3aKOHo~aTenhCTBOMPOCCllllcKoll~e~epaUlili.

B uenax ocymecrnnenua BoeHHO-TeXHllqeCKOrO corpy ~HllqeCTBa,

npenycuorpennoro nacroaumv Cornameunev, CTOPOHhI Hhmll ax
ynonaououeuusre opranaaarum B Ka*~OM OT~enbHOM crry-iae MoryT 3aKJIIOqaTh

COOTBeTCTB)'lOrn:llenoronopu, cornarueuns M KOHrpaKThI.

LTaThSl 2

)I() ocyrnecrnnenne llHOM ~ePTenhHOCTli B 06naCTM BoeHHO-TeXHllqeCKOrO

corpyzmanecrna, He nporneope rauteii aaxononarenscrny rocynapcrs CTOpOH.

e) cosnaanc COBMeCTHbIX irpczmpaarnti no xoucrpyaponainuo H

npOH3Bo~CTBy noopyacenaa 11BoeHHOH 'rexuaxa;

~) npllo6peTeHlle nllueH311M Ha np01l3BO~CTBO Boopy*eHll~ H BOeHHOM

TeXHllKM 11oxasanae TeXHllqeCKOrO CO,UeMCTBll~B oprannaanua nx npOM3BO~CTBa~



Ees npe,L1.BapHTeJIbHOrOnacsxrennoro COrJIaCH5I CTOPOHbI He npO,L1.alOTH

He nepenaior TPeTbHM CTopOHaM nponyxmno soeunoro Ha3HaQeHH5I, a TaK)l(e

HHcpopMall,HlO H MaTepHaJIbI, nony-reauue HJIH npuofipcrcnuue B pe3YJIbTaTe

BoeHHO-TeXHW-IeCKOrO COTPY,L1.HHQeCTBa,OCYI.IJ;eCTBJI5IeMOrOB COOTBeTCTBHH C

HaCT05lmHM COrJIarneHMeM, H He npOH3BO,L1.51TMO,L1.epHH3all,lUOHJIH MO,L1.HqmKall,HlO

npO,L1.yKUHH BoeHHoro Ha3HaQeHH5I, nOCTaBJIeHHOH O,L1.HOHH3 CTOPOH, 3a

HCKJIlOQeHHeMcny-iaes COBMeCTHOH}Jd3pa6oTKH H npOH3BO,L1.CTBa.

CT3TbSl 5

ITOP5I,L1.0KHCrrOJIb30BaHH5I, npaBOBa5I oxpana H 3aI.IJ;HTa nony-renuux
pe3YJIbTaTOB HHTeJIJIeKTYaJIbHOH ,L1.e5ITeJIbHOCTH,a 'raioxe pacnpenenenne npae

CTOPOH ua pe3YJIbTaTbI HHTeJIJIeKTYaJIbHOH ,L1.e5ITeJIbHOCTH,nonyuenuue B

npouecce COBMeCTHOH .n:e5lTeJIbHOCTH B pasncax HaCT05lI.IJ;erO COrJIarneHH5I,

peryJIHpyIOTC5I OT,L1.eJIbHbIMMe)lmpaBHTeJIbCTBeHHbIM COrJIarneHHeM.

CTOpOHbJ He B03JIaralOT ,L1.pyrna npyra OTBeTCTBeHHOCTbno KaKHM-JIH60

npeTeH3H5IM 'rperseii CTOPOHbI B CB5I3H C npaeoxr co6CTBeHHOCTH HJIH C

3aKOHHOCTblO HCnOJIb30BaHH5I npas na pe3YJIbTaTbJ HHTeJIJIeKTYaJIbHOH

,L1.e5ITeJIbHOCTH,nepenannue CTOPOHOH ,L1.JI5Ipeannsanaa .norOBopeHHOCTM no

BbII10JIHeHHlO JI106oro npoexra.

CTOPOHbI 3aBep5IlOT ztpyr ztpyra B TOM, QTO npasa na pe3YJIbTaTbI

HHTeJIJIeKTYaJIbHOH ,L1.e5ITeJIbHOCTH,BBe3eHHbIe CTopOHaMH na 'repptrropmo

KmK,L1.0rOH3 rOCY,L1.apCTBCTOPOH ,L1.JI5Ipeanasanan KaKOrO-JIH60 COrJIarneHH5I HJIH

ocymeCTBJIeHH5I KaKOH-JI1l60 ,L1.e5ITeJIbHOCTH, He 5IBJI5IlOTC5I pe3YJIbTaTOM

napyurenna 3aKOHHoro npasa TPeTbeH CTOpOHbI.

Bonpocu, KaCalOI.IJ;HeC5I npas na pe3YJIbTaTbI HHTeJIJIeKTYaJIbHOH

,L1.e5ITeJIbHOCTH,onpe,L1.eJI5IlOTC5IB KOHTPaKTax HJIH ,L1.0rOBOpax, 3aKJIlOQaeMbIX

ynOJIHOMOQeHHbIMH opranastn H opraHH3all,H5IMH B paxncax peanaaauau
HaCT05ImerO COrJIarneHH5I C y-reroer CnpaBe,L1.JIHBOH,L1.0JIHc06cTBeHHocTH H

BKJIa,L1.aCOOTBeTCTByIOUJ}iXyqacTHHKOB.

CTOPOHbl npHHHMalOT MepbI ,L1.JUInO,L1.,L1.ep)l(aHH5IBoeHHO-TeXHHqeCKOrO

COTPY,L1.HHqeCTBaMe)l(,L1.Y HHMH nOCpe,L1.CTBOM06MeHa HMelOI.IJ;eHC5I nay-nro­

TeXHHQeCKOH I-IHcpopMall,HeH, axcneprava, TeXHHQeCKHM nepconanoxr H

CJIyrnaTeJI5IMHnoenno-y-refinux H ztpyrnx COOTBeTCTByIOI.IJ;lfXy-refinux 3aBe,L1.eHHll

rOCY,L1.apCTBCTOPOH, a 'raroxe OKa3bIBalOT BceCTopOHHlOlO nO,L1.,L1.ep)l(KYBoeHHO­

TeXHllQeCKOMY COTPY,L1.HHQeCTBYMe)l(,L1.yCnell,HaJIH3HpOBaHHbIMH yqpe)l(,L1.eHH5IMH

060HX rocynapcrs.

CT3TbSl 4



Ilpexpamenne ,n:e:HCTB1151uacromuero COrJIarneHI151 He sarparaeaer
,n:aJIbHeHrnero BbITIOJIHeHI15J uesauepurennux KOHrpaKTOB 11 noroeopoe,

3aKJIlOQeHHbIX B COOTBeTCTBI111C HaCT05lll1,I1M COrJIarneHI1eM B nepnon ero

,n:e.i1:cTBI15J,eCJII1CTOPOHbI He ,n:oroBOp5lTC5I06 IIHOM.

Hacrosuiee Cornanreane OCTaeTC5I B CI1JIe B TeQeHl1e ,n:eC5ITI1JIeT 11

aBTOMaTI1QeCKI1 rrponnesaerca na cnenyioume rr5lTI1JIeTHI1e nepaonu, eCJII1 He

MeHee qeM sa meers MeC5IueB no I1CTeQeHI151 cpoxa ,n:e:HCTBI151HaCT05lll1,erO

COrJIarneHI151 HI1 oznra 113 CTOPOH He YBe,n:OMI1TB nI1CbMeHHO:H cpopMe ztpyryro
CTOPOHY 0 CBoeM HaMepeHl111 npexpartm, ,n:e:HCTBl1eHaCT05lIIlerO COrJIarneHI151.

HaCT05lIl(ee Corrraurenne scrynaer B CI1JIY C ziarsr nocrrezuiero

rrl1CbMeHHoro YBe,n:OMJIeHI1510 BbITIOJIHeHl111CTOpOHaMI1 BHYTPl1rocy,n:apCTBeHHbIX

nponenyp, He06xo,n:I1MbIX ,n:JI5Iero BCTyrrJIeHI15JB CI1JIy.

CTaTbSl 8

B HaCT05llQee Cornaurenae no COrJIaCOBaHl1lO CTOPOH MoryT BHOCI1TbC5I

113MeHeHI15111,n:onOJIHeHI151,xoropue O¢OPMJI5IlOTC5IOT,n:eJIbHbIMH rrpOTOKOJIaMI1 K

HaCT05lll1,eMYCorriaurenmo.

CTaTbSl 7

Cnopu, CB5I3aHHhIe C npaaeneuaev I1JII1 TOJIKOBaHl1eM HaCT05lll1,erO

COrJIaWeHI151, peuraiorca CTopoHaMM nyreu neperoeopoa.

CTaTbSl 6

HaCT05lIl(ee COrJIaWeHl1e He sarparunaer npas H 06513aTeJIbCTB CTOPOH

rro ,n:pyrl1M Me)K,n:YHapo,n:HbIMnorosopaxr fI COrJIarneHI151M, yqacTHI1KaMI1 KOTOPbIX

OHI151BJI5IlOTC5I,11He HanpaBJIeHO npOTI1B KaKOrO-JII160 'rpersero rocyztapcrsa.

Bonpocu 3all1,I1ThI CBe,n:eHI1:H,COCTaBJI5IlOll1,I1Xrocynapcrnenuyro Ta:HHY

KmK,n:OH113 CTOPOH, B3al1MHO nepenasaevux I1JII1 06pa3yIOll1,I1XC5J B npouecce

COTPy,n:HI1QeCTBaCTOPOH, perYJIl1pytOTC5I OT,n:eJIbHbIM Me)l(npaBI1TeJIbCTBeHHbIM

cornamennea.

CTOPOHbI 06eCneQl1BalOT oxpany, no.nysenuux B xone BbITIOJIHeHI15J

HaCT05lll1,erO COfJIarneHI151 CBe,n:eHI1M, xoropue B COOTBeTCTBl111 C

3aKOHo,n:aTeJIbCTBOMrocyztapcrs CTOPOH HOC5ITKOHClm,n:eHUl1aJIbHbI:Hxapaxrep.

I1HCIJOPMaUI1.51, rrOJIyqeHHa51 O,n:HOM113 CTOPOH B xone COTPy,n:HI1QeCTBa, He

,n:OJ1)KHaI1CrrOJIb30BaTbC5I B ymepf nrrrepecaa ,n:pyrOH:CTOpOHbI.



3A UPABMTEJIhCTBO
POCCMMCKOM <l>E~EPAQMM

3A UPABMTEJIhCTBO
PECnYIiJIMKM MH~OHE3MM

COBeplIIeHO B r. MOCKBe "2.1 II anperra 2003 rozta B zmyx
3K3eMnJI5IpaX, Ka)K.[(bIH na I1H)lOHe3I1HcKoM, PYCCKOM 11 aHrJII1HCKOM 513bIKax,

npl1qeM see TeKCTbJ HMeIOT O)lI1HaKoBy.IO CI1JIy. 8 crryuae B03HI1KHOBeHI151

pa3HOrJIaCI1H )lJI5I TOJIKOBaHI151Gyzter I1CnOJIb30BaTbC5ITeKCT ua aHrJII1HCKOM

5I3bIKe.

B cnyxae npekpauieuna )leHCTBI151 nacroauiero COrJIalIIeHJiJ5I

065I3aTeJIbCTBaCTOPOH, npe.[(YCMOTPeHHbleB CTaTb5IX 5, OCTalOTC5IB CI1JIe.

B ynocronepenne nero HI1)KenO)lnI1CaBlIIl1eC5I, )lOJI)I(HbIM o6pa30M na TO

ynOJIHOMOqeHHbJe,nO)lnl1CaJIJiJnacroaiuee COrJIalIIeHl1e.
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a. Suppliesof military - purposeand other related equipments;

b. Provision of maintenance, repair, upgrade and other technical services of

armaments and military-purpose equipments, supplied and produced under

licenseagreementsor through joint-production;

The Partyshall carry out military-technicalcooperation in the following areas:

Article 1

Haveagreedas follows:

PURSUANT to the prevailing lawsand regulationsof the two countries;

CONFIRMING their adherenceto the objectivesand principlesof the United

NationsCharter,

WILLING to promote mutually beneficialmilitary-technical cooperation basedon

the principlesof equality and full respectof sovereignty,

CONSIDERING the friendly and cooperative relations existing between the two

countriesand guided by mutual aspirationto strengthen it,

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the

RussianFederation,hereinafter referred to as the Parties,

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

ON MILITARY - TECHNICAL COOPERATION
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from the RussianFederationParty

Departmentof Defenseof

the Republicof Indonesia

Committee of the Russian

Federation for Military-Technical

Cooperationwith ForeignStates

from the IndonesianParty

(1) The organizationsresponsiblefor implementationof this Agreementshall

be:

Article 3

(2) Cooperation of the Parties under this Agreement shall be implemented in

accordance with the national laws and regulations of the Republic of

Indonesiaand the RussianFederation.

(1) For the purpose of implementation of the military-technical cooperation

provided for by this Agreement, the Parties, on a case-by-casebasis, may

concluderelevant agreements;

Article 2

c. Exchange of specialists to provide assistance in the implementation of joint

programs in the field of military-technical cooperation;

d. Training of personnel in relevant educational institutions of the Parties's states

based on the requirements and possibilities of the Parties;

e. Acquisitions of licenses for production of armament and equipments and

rendering technical assistance in organization for their production;

f. Establishment of joint ventures for design and production of armaments and

military equipments;

g. Other types of activities in the field of military-technical cooperation, which do

not contradict with the laws and regulations of the Parties' states.
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(3) The Parties shall assure each other that the intellectual property rights,

brought by the Parties into the territory of each Party's state for the

implementation of any relevant agreement or activities, do not result from

any infringement of a third party's legitimate right.

(2) The issuesof intellectual property rights shall be determined in the Contracts

or other arrangements on the implementation of this Agreement concluded

by the participating organizations taking into full consideration the

equitable portion of ownership based on the contribution of the respective

participants.

(1) The Parties shall take all necessary measures to encourage technical

cooperation between them through the exchangeof available scientific and

technological data, experts, technicians and trainees of the military and

other relevant educational institutions of the Parties'sstates, as well as to

encourage all aspects of the military-technical cooperation between

specializedinstitutions of both countries.

Article 4

(3) To implement the provisions of this Agreement and to expeditiously resolve

the issues of the military-technical cooperation, the Parties shall establish an

Intergovernmental Commission, the composition and functions of which shall

be specified by a relevant Statute, agreed upon by the Parties.

(2) These bodies shall be accorded the right to designate specific executive

bodies and to set up appropriate mechanisms for implementation of this

Agreement or other arrangements concluded in accordance with this

Agreement.



4f

(3) The Partiesshall ensure protection of the information, received in the course

of implementation of this Agreement, which, in accordancewith the laws

and regulations' of the Parties,is confidential.

(2) The information, received in the courseof cooperation by one of the Parties,

shall not be usedto the detriment of the other Party's interests.

(1) The Parties shall not, without prior mutual written consent, sell or transfer

to third countries the military - purposeproducts, as well as the information

and materials, received or obtained as a result of the military-technical

cooperation, carried out in accordancewith this Agreement, and, except in

the joint design and production, shall not carry out modernization or

modification of the military-purpose products, supplied by one of the

Parties.

Article 5

(5) Procedure of use, legal protection and safeguarding of the received

intellectual activity results, as well as the distribution of the Parties's rights

to the intellectual activity results, received in the process of joint activity

under this Agreement, shall be regulated by a separate intergovernmental

agreement.

(4) The Parties shall waive each other from any claim made by a third party on

the ownership and legality of the use of intellectual property rights, brought

in by a Party for the implementation of any project arrangement of

activities.
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(2) This Agreement shall remain in force for the period of 10 (ten) years and

shall be automatically extended for next five year periods unlesseither Party

notifies the other Party in writing of its intention to terminate this

Agreementat least 6 months prior to the expiration of this Agreement.

(1) This Agreement shall enter into force on the date of the last written

notification of the implementation by the Parties of the internal state

proceduresrequired for its entry into force.

Article 8

This Agreement may be amendedor supplementedupon the mutual agreement

of the Parties,which shall be formalizedby separateProtocolsto this Agreement.

Article 7

The Parties shall settle the disputes, connected with the implementation or

interpretationof this Agreement, by negotiations.

Article 6

(5) This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties

under other international treaties and agreements, of which they are

participants, and shall not be directed against any third state.

(4) Protection of information, which constitutes a state secret of either Party,

mutually exchanged or formed in the process of cooperation of the Parties,

shall be regulated by a separate intergovernmental agreement.
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FORTHE GOVERNMENTOF
THE RUSSIAN FEDERATION

FORTHE GOVERNMENTOF

THE REPUBLIC OF INDONESIA

copies, each in the Indonesian, Russianand English, languages,all texts being equally

authentic. In caseof divergenceof interpretation, the Englishtext shall prevail.

Done at Mo s co fA,) on":;" / .,"'- "'------------------

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned,duly authorized thereto by their respective

Governments,havesignedthis Agreement.

(4) In the event of termination of this Agreement, the obligations of the Parties' states

as stipulated in the provisions of article 5 shall remain in force.

(3) Termination of this Agreement shall not affect further implementation of

uncompleted contracts and other agreements, signed in accordance with this

Agreement during its validity period, except for otherwise agreed by the Parties.
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